
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan sesuai
ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan $istem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
PernerlntahProvlnsiPapuaBarat;

Menimbang :a. bahwa untuk rnencapal pengelolaan keuanqan
daerah yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, perlu dilakukan pengendalian atas
penyelenggara;:ln kegiatan pemerintahan di
ProvinsiPapuaBarat;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

OENGAN RAHMAT TUHA~YANG MAHA ESA

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIST~MPENGENOALIAN
INTERN PEMERINJAH 01 LlNGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BAHAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/10NI2011 TAHUN 2011



3. Undang-UndangNomor 21 Tahun :2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran
Nagara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4151); sebagaimanatelah diubah
dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2Q08
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21
Tahun2001 tentangOtonomiKhususbagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara ~epublik lndonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor48a4);

4. Undang-UndangNomor F Tahun 2003 tentang
Keuangari Negara (Lembaran Nagara Republik
h1donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahane

2, Undang-undangNomor 45 Tahun 1999 tentang
PembentukanProvlnsl IrianJaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika,KabupatenPuncakJaya dan Kota Sarong
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nornor 5
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
PembentukanProvinsi IrianJaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimiki, KabupatenPuncakJaya dan Kota Sarong
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
0181PUU-1/2003; .

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 213Tahun 1999 Tentang
PenyelenggaraM NegaraYang Bersihdan Bebas
dari Korupsi, Kolus! dan Nepotisme (Lembaran
NegaraR'epublikIndonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3851);

,~



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara

9. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005
tentang PengelolaanKeuanganDaerah(Lernbaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNornor4578);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuangan antara PemerintahPusat
dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLernbaranNegaraNomar4838);

7. Urtdanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhirdengan Undang-.lJndangNomor 12
Tahun 2008 tentanq Perubahan Kedua atas
Undang..:UndangNomor 32 Tahun 2004 ,tentang
PernerintahanDaerah(LernbaranNegsraRepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik 'Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negai'a
RepublikIndonesiaNomor4400),

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-,UndangNomor 1 Tahun 2004 ,tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan t.ernbaranNegara Republik Indonesia
Nomor4355);

"



14. PeraturanDaerah Provinst Papua Barat Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (L.embaranOaerah Provinsi
PapuaBaratTahun2007 Nornor 18);

13. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1~ Tahun
2006 tentang Pedbman Pengelolaan Keuanqan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
DalamNegeriNomor13Tahun2006;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 201.0 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan keuangan Gubemur sebagai Wakil
Pemerintahdi Wilayah Pr:ovinsi(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



Pasal1
DalamPeraturanGubemur ini yangdlrnaksuddengan:
1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada

lindakandan kegiatanyangdilakukansecaraterus-menerusoleh
pirnplnan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyaklnan
memadai atas tercapalnya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efislen, keandalan pelaporan keuatlgan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundanq-undanqan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang setaniutnya
disingkat SPIP adalah Sistern Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh ternadap proses
perancangan dan pelaksanaan kebjjakan serta perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan
Pemerintah:ProvinsiPapuaBarat.

3. PengawasanIntern adalah seluruh proses kegiatanaudit, reviu,
evaluasl, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan f..mgsi organisasi dalam r~ngka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatsn telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan ;pimpinan dalarn
mewujudkantata .kepemerintahanyangbaik.

4. PemerintahProvinsi Papua Barat adalahGubernur Papua Barat
dan perangkat daerah sebagai unsur penyefenggara
pemerintahandaerah,

5. GubemuradalahGubernurPapuaBarat.
6. Badan Pengawa'san Keuangan dan Pembangunan, yang

sefanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan ,intern
pemerintahyang bertanggungjawab l.ang5ung,kepadaPreslden.

7. Inspektorat Provinsi adalah aparat penqawasan ;intem
Pemerintah Provinsi yang bertanggungjawab langsung kepada
Gubemur.

<I

Menetapkan: PEAATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TEN1ANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENOALIAN
INTERN PEMERINTAH 01 LlNGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

MEMUTUSKAN :



Pasaf2
(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang: efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan keqiatan pemerlntahan
ProvinsiPapuaBarat.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatalll pemerintaban
sebagalrnana dimaksud pada ayat (1), dllaksanakan dengan
berpedomanpada SPIP ~ebagaimanadiatiur dalam Reraturan

8. Perangkat daerah adalah perangkat daerah
ProvinSilKabupatenIKota sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

9. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, eflslensf, dan keandalan informasi
pelaksanaan lugas dan fungsllnstansi Pemerintah.

10. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memasnkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesoai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

11. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasl suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor ysng
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu if(egiatan
dalam mencapai tujuan.

12. Pemantauan, adalah proses penllaian kemajuan suatu program
atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

13. Kegiatan pengawasan lainnya. adalah kegiatan pengawasan
yang antara lain berupa sosialisasi :mengenai pengawasan,
pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan
konsultasl, pengelolaan hasil pengawasan. dan pemaparan hasil
pengawasan.

14. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk
Pelaksanaan atas Peraturan Gubemur Papua Barat tentang
penyelenggaraan SPIP. yang rnernuat kebiiakan, strategi,
rnetodolopt penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktiv~as
manajernen pemerintahan daerah.untuk memastikan bahwa
seluruh unsur SPIP telah terbangun dalarn programlkegiatan
pemerintahandaerah/perangkatdaerah dalarn rangka menjamin
pencapalantujuan yang dltetapkan. .



Pasal4
(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat dikoordinasikanoleh $ekretaris Daerah
ProvinsiPapuaBarat.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan Petuniuk Pelaksanaan
PenyelenggaraanSPIP yang disusun sesuai dengan pedoman
teknis penyelenggaraan SPIP yang dltetapkan olen Kepala
BPKPsebagaipembinapenyelenggaraanSPI?

Pasal3
(1) Perangkatdaerahdi lingkunganPemerintahProvinsiPapuaBarat

wajib menerapkanSPIP sebagaimanadimaksuddalam Pasal 2
ayat (2) yangmeliputi unsur:
a. lingkunganpengendalian;
b. penilaianrtslko:
c. kegiatanpengendalian;
d. informasidan komunikasi;dan
e. pemantauanpeogendalianintern.

(2) Uraiandan penpaturanunsurSPIP sebaqalrnana dimaksudpada
ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal4 sampai denganPasal46
Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
PengendaliahIntern Pemerintah.

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakanmenyatudan menjadibagian integral
dari kegiatanperangkatdaerah.

BAB II
PENYELE~GGARAANSPIP PADA PEMERINTAH PROVINSI

PAPUABARAT

Pemerintah Nomor 60 fahun 2008 tentang Sistem Pengendafian
Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ber1ujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Papua Barat, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.



Pasal8
Inspektorat Provinsi Papua Barat melakukan pengawasan ternadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Ptovinsi Papua Barat

Pasal7
(1) Pengawasan intern sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.
(2) Inspektorat Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
a. audit;
b. reviu:
G. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya

Pasal6
(1) Pemimpin perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas

penye,Ienggaraan SPI dl lingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas
penyelenqqaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk
akuntabilitas keuangan daerah.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pa$al5
(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dlbentuk

Satuan Tugas SPIP Pernerintah Provinsi Papua Barat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok

Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Papua Barat ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur,

(3) .Ketentuan leblh lanjut mengenai Perunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.



-,•

Untuk salinan yang. sah sesuai cjengan asfinya,
KEPALA IRO HUJ<UM, '

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 163

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal19 Me; 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVlNSI PAPUA BARAT,

CAPITTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

f)itetapkan Qi Manokwari
pada tanggal18 Mei 2011

GUBERNURPAPOA BARAT,

CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI

Pasa!10
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan penqundanqan
Peraturan Gubemur ini denqan penempatannya dalam Berita Oaerah
Provinsl Papua Barat.

Pasal9
Petunjuk pelaksanaan penyelanggaraan SPIP sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus telall ditetapkan paling
lambat ..... bulan sejak Peraturan Gubemur ini ditetapkan.

t-,

BABIV
KETENTUAN PENUTUP


